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SURAT EDARAN
NOMOR: 7/UN27/SE/2025

tentang:

PERATURAN JAM KERJA PEGAWAI SELAMA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH
TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Wakil Rektor/Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/
Kepala UPT/Kepala Unit/Kepala Bagian/Kepala Subdirektorat
di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025,
perlu melakukan penyesuaian jam kerja pegawai selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025
Universitas Sebelas Maret;

Jam kerja Pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah
Tahun 2025 sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam
Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Nomor 5 Tahun
2025 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah di
lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ditetapkan sebagai berikut:

1. Hari Senins.d Kamis : Pukul 08.00s.d 15.00 WIB

Waktu Istirahat : Pukul 12.00s.d 12.30 WIB
2.  Hari Jumat . Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30s.d 12.30 WIB

Jumlah jam kerja efektif per minggu selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5
jam per minggu;

Untuk menghormati Pegawai yang melaksanakan ibadah puasa, bagi Pegawai yang tidak
melaksanakan ibadah puasa dimohon mengambil tempat tersendiri/terpisah apabila makan/minum/
merokok

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024 dan
Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 dan Keputusan
Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
menetapkan sebagai berikut:

1. Libur Nasional Hari Raya ldul Fitri 1446 Hijriah pada tanggal 31 Maret s.d. 1 April 2025;

2. Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada tanggal 2, 3, 4 dan 7 April 2025.
Pimpinan Unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan publik termasuk Rumah Sakit
Universitas Sebelas Maret agar mengatur jam kerja dan penugasan pegawai/karyawan/pekerja
selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025 dan pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025 di unit kerjanya;

Terkait dengan jadwal perkuliahan akan diatur tersendiri oleh Bidang Akademik dan Penelitian;
Mohon pimpinan unit kerja mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada pegawai di unit kerja masing-
masing;

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surakarta, 26 FEB 2025
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

Tembusan: Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA.
- Rektor NIP. 196612311994121001
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SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama

2. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

4. Seluruh Pegawai

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dasar Hukum
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja
Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja selama bulan Ramadhan 1446
Hijriah dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi
Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan
S (lima) hari kerja:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 08.00 - 15.00
Waktu istirahat Pukul : 12.00 - 12.30
b. Hari Jum’at Pukul : 08.00 - 15.30
Waktu istirahat Pukul : 11.30-12.30

2. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan
6 (enam) hari kerja:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu  Pukul : 08.00 - 14.00

Waktu istirahat Pukul : 12.00 - 12.30
b. Hari Jum’at Pukul : 08.00 - 14.00
Waktu istirahat Pukul : 11.30 - 12.30

3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi
minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

4. Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberlakukan
sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing unit kerja.

5. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan

Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian
kinerja pegawai dan kinerja organisasi.

Balai 1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 27 Februari 2025
enteri Pendidikan Tinggi, Sains,

{
thut Simatupang
311993031015
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*’* SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan

efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi
instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti
bersama tahun 2025;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan
dengan Keputusan Presiden;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti
Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;

Mengingat: . . .

! Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

P 3
[ /N i T@Io 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
4' -’"( NQ Zziml i Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025.

KESATU: . ..

1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara
tahun 2025 yaitu pada:

1) tanggal 28 Januari 2025 (Selasa) sebagai cuti bersama
Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili;

2) tanggal 28 Maret 2025 (Jumat) sebagai cuti
bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947;

3) tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025 (Rabu, Kamis, Jumat,
dan Senin) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri
1446 Hijriah;

4) tanggal 13 Mei 2025 (Selasa) sebagai cuti bersama
Hari Raya Waisak;

5) tanggal 30 Mei 2025 (Jumat) sebagai cuti
bersama Kenaikan Yesus Kristus;

6) tanggal 9 Juni 2025 (Senin) sebagai cuti bersama
Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah; dan

7) tanggal 26 Desember 2025 (Jumat) sebagai cuti
bersama Kelahiran Yesus Kristus.

Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai
Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya
tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti
tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti
bersama yang tidak diberikan.

KEEMPAT: . ..

1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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KEEMPAT :  Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

4l Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,

ia Sflvanna Djaman

! Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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Menimbang

Mengingat

Balai

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1017 TAHUN 2024

NOMOR : 2 TAHUN 2024
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta
memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam
melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun
2025, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama
takuan 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

2.Peraturan ..

1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari
Libur;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BERSAMA  MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN
2025.

Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Penetapan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri
1446 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Agama.

1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIEETIGA: ...
2UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
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Unit  kerja/satuan  organisasi/lembaga/perusahaan  yang
berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di
tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan
masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan
masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan
telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran,
keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit
kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis,
agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari
Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mengurangl hak cuti tahunan
pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan vang berlaku pada setiap

unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan

masing-masing.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI AGAMA, PLT. MENTERI MENTERI PENDAYAGUNAAN

YAQUT CHOLIL QOUMAS A AIRLANGGATINE ARTO/ﬁ A

Balai

o

; APARATUR NEGARA DAN

£o AN APARK %
“0g Ruag) 01RO o\
/K iNpOW

1 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :1017 TAHUN 2024

NOMOR : 2 TAHUN 2024

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

NO. TANGGAL HARI KETERANGAN

1. 1 Januari Rabu Tahun Baru 2025 Masehi

2. 27 Januari Senin Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.

3. 29 Januari Rabu Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

4. 29 Maret Sabtu Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
S. |31 Maret-1 April | Senin-Selasa | Idul Fitri 1446 Hijriah

6. 18 April Jumat Wafat Yesus Kristus

7. 20 April Minggu Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

8. 1 Mei Kamis Hari Buruh Internasional

9. 12 Mei Senin Hari Raya Waisak 2569 BE

10. 29 Mei Kamis Kenaikan Yesus Kristus

11. 1 Juni Minggu Hari Lahir Pancasila

12. 6 Juni Jumat Idul Adha 1446 Hijriah

13. 27 Juni Jumat 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14. 17 Agustus Minggu Proklamasi Kemerdekaan

15. 5 September Jumat Maulid Nabi Muhammad S.A.W.

16. 25 Desember Kamis Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO. TANGGAL HARI KETERANGAN
1. 28 Januari Selasa Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2. 28 Maret Jumat Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3. 2,3,4,dan 7 Rabu, Kamis, | Idul Fitri 1446 Hijriah
April Jum’at, dan
Senin

! Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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4. 13 Mei Selasa Hari Raya Waisak 2569 BE
8. 30 Mei Jumat Kenaikan Yesus Kristus

o. 9 Juni Senin Idul Adha 1446 Hijriah

7. 26 Desember Jumat Kelahiran Yesus Kristus

MENTERI AGAMA,

Balai

\
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